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INTISARI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis 
Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman, pelaksanaan pengawasan Notaris 
oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman atas dukungan Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa 
Yogyakarta, serta kendala dan solusi pelaksanaan pengawasan Notaris oleh 
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman atas dukungan Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

Penelitian ini bersifat normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh 
dri studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data 
disajikan secara deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Peran Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 
mendukung pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah 
Notaris Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 
Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian 
Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, dan Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM Republik Indonesia Nomor. 2) Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh 
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman belum dapat 
dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat Notaris yang belum diperiksa. 3) 
Masih terdapat kendala dan diperlukan solusi dalam pelaksanaan pengawasan 
Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman. 

. 
Kata Kunci : Pelaksanaan  Pengawasan Notaris, Majelis Pengawas Daerah 
Notaris, Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sleman. 
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ABSTRACT 

 
This research was aimed to discover and analyze the role of Yogyakarta 

Regional Office of Ministry of Law and Human Rights in supporting the 
supervision of notaries implemented by District Notary Supervisory Board of 
Sleman , the supervision of notaries conducted by District Supervisory Board of 
Sleman with the support from Yogyakarta Regional Office of Ministry of Law 
and Human Rights as well as the obstacles and solutions of the supervision of 
notaries conducted by District Notary Supervisory Board of Sleman with the 
support from Yogyakarta Regional Office of Ministry of Law and Human Rights.  

This research was a normative-empirical study. The data used were 
primary data acquired from field study and secondary data obtained from 
literature study which then analyzed in qualitative manner. The results of data 
analysis were presented in descriptive-qualitative manner. 

The results of this research have indicated that 1) the role of Yogyakarta 
Regional Office of Ministry of Law and Human Rights in supporting the 
supervision of notaries conducted by District Notary Supervisory Board of 
Sleman has not been fully in accordance with The Regulation of Ministry of Law 
and Human Rights of Republic of Indonesia No.40/2015 concerning the Structure 
of Organization, Membership Appointment Procedure, Membership Discharge 
Procedure, and Working Procedure of Supervisory Board (State News of Republic 
if Indonesia No.1787/2015), 2) the supervision of notaries conducted by District 
Notary Supervisory Board of Sleman has not been able to be utterly performed 
due to some notaries who are yet to be investigated, 3) obstacles were found and 
solutions are required in the supervision of notaries conducted by District Notary 
Supervisory Board of Sleman 
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